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ABSTRAK

UU Mo, 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini memberikan kescmpatan bagi koperasi untuk
memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertnan baik dar anggote maupun dari bukan
anggota. Mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan twjuan yang sama serta vang memenuhi
syaral jumlah minimal anggota, Seclama ini usaha koperasi sedang giat-giatnya dalam menjalankan
usahanya termasuk pada kesatuan TNI — AD. Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diungkapkan,
maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kepengurusan dan manajemen koperasi
Primkopad ini apakah telah sesuai dengan UUL No. 25 Tahun 1992, menguraikan ketentuan untuk menjadi
anggota koperasi Primkopad ini apakah telah sesuaf dengan UL No. 25 Tahun 1992 dan apa saja kendala
dalam mengembangkan koperasi Primkopad dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sedangkan tujuan penclitian ini adalah : untuk mengetahui kepengurusan dan
manajemen koperasi Primkopad® untuk mengetahui ketentuan menjadi anggota Primkopad dan untuk
mengetahul apa saja Kendala yang dihadapi untuk menjalankan dan mengembangkan Primkopad Kodim
0304 Agam, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu melihat dan mengkaji
norma-norma hokum yang berlaku dan kenyatasn vang terjadi dilapangan serta analisa secaa kualitatif
yaitu melakukan penilaian-penilaian terbadap data yang ada dengan literature atau bahan yang terkait
kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan
data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait. Dari penelitian vang dilakukan dapat
diketahui bahwa kepengurusan pengurus Primkopad merupakan penugasan penuh dan mempunyai fungsi
ganda disamping anggota TNI- AD juga pengurus Primkopad, yeng pengangkatannya berdasarkan
pembinaan karier bukan berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Untuk menjadi anggota Primkopad
Kodim 0304 Agam tidak perlu dengan mengajukan permohonan akan tetapi setiap anggota TNI — AD
secara otomatis menjadi anggota koperasi Primkopad, Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Primkopad
Kodim 0304 Agam adalah meningkatkan profesionalisme pengurus diikut sertakan dalm penataran dan
pelatihan. Modal yang dimiliki Primkopad Kodim 0304 Agam sangatlah kecil, maka untuk itu dilakukan
upaya dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mavpun dengan melakukan simpanan sukarela.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan dan arah pembangunan nasional bangsa Indonasia sebagaimana
ditetapkan yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan
makmur. Masyarakat adil dan makmur itu dapat diwujudkan melalui
pembangunan  diberbagai  bidang ckonomi. Pembangunan nasional
dilaksanakan secara bertahap dengan mendayagunakan sumber daya nasional.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang berazazkan
Pancasila. Isi pancasila menyebutkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia
adalah mewujudkan masyarakat vang adil dan makmur. Hal ini selaras dengan
isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Salah
satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan sarana koperasi. Gerakan
koperasi Indonesia merupakan kewajiban penting bagi pemerintah. Dalam
Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menetapkan
bahwa perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Badan usaha yang tepat untuk melaksanakan asas tersebut

adalah badan usaha koperasi.

“Pada pasal 1 ayat (1) undang - undang No. 25 Tahun 1992
mendefinisikan koperasi sehapai badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya




berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai perakan ekonomi rakyat vang
berdasarkan atas asas kckeluargaan”.[

Selain itu, UL No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga
memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan
melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan
angpota. Koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.
Dalam undang—undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan
pengelolaan koperasi secara professional.

Koperasi merupakan gerakan vang melambangkan harapan bagi kaum
ekonomi lemah berdasarkan tolong—menolong, menumbubkan rasa percava
diri dan persaudaraan. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha
vang berperan dalam perkembangan perckonomian Indonesia, memiliki arti
penung pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Harus diakui. bahwa
perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju seperti
Jepang. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan
perannya  dalam  meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk dapat
mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja
diperlukan kemampuan materil dalam mengelola koperasi, tetapi juga
pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu
sendiri. Koperasi adalah suatu usaha “dari kita untuk kita”, harus dapat
membawa manfaat tida_k” saja bagi para anggotanva, namun juga dapat

bermantaat bagi masyarakat luas.

' Budi Untung, 2004, Hukum Koperasi dan Peranan Netaris Indonesio, Andi, Yogyvakarta,
him.2.




BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran vang berkaitan dengan

masalah yang telah dikemukakan dalam bab II1.

A, Kesimpulan

i.

Pengangkatan pengurus Primkopad Kodim 0304 Agam tidak berdasarkan
pendidikan yang dimilikinya akan tetapi berdasarkan pembinaan karier pada
satuannya, sehingga pengetahuan pengurus mengenal  koperasi hanva
berdasarkan penataran dan pendidikan yang diadakan oleh instansi yang
terkait saja. Pengurus dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi ganda,
disamping sebagai anggota TNI — AD ia juga scbagai pengurus koperasi.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan/profesionalisme pengurus untuk
menjalankan koperasi yaitu dengan mengikuti personil pengurus dalam
penataran atau pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh Puskopad (Pusat
Koperasi Angkatan Darat) dan dengan menumbuhkan kesadaran pribadi untuk
selalu belajar mengenai koperasi.

Ketentuan menjadi anggota Koperasi Primkopad tidak perlu dengan
mengajukan permohonan kepada Ketua Primkopad sebab setiap anpgota TNI
— AD secara otomatis menjadi anggota koperast, Jadi dalam Primkopad ini
anggotanva adalah angga;a TNI-AD - aktif yang secara otomatif menjadi
anggota Primkopad.Sifat keanggotaan Primkopad ini tidak berdasarkan sifat

koperasi vang berdasarkan pada suka rela. tapi diwajibkan.Hal ini yang
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